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ABSTRAK
Ahmad Rafei, 2024. Implementasi Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Diniyah
Takmiliyah Kabupaten Bogor PERDA Nomor 2 Tahun 2019. Tesis.
Program Magister Pendidikan Manajemen Pendidikan Islam. Pascasarjana
Universitas KH. Abdul Chalim. Pembimbing : Dr. M. Maulana Nur Kholis,
Lc., MA

Kata Kunci : Pembiayaan Pendidikan, Diniyah Takmiliyah, Perda No 2

Pembiayaan pendidikan pada kenyataannya masih belum didukung
sepenuhnya oleh semua unsur yang terlibat dalam pendidikan. Khususnya pada
pendidikan non formal keagamaan yaitu diniyah takmiliyah. Keterbatasan anggaran
pembiayaan yang dimiliki oleh lembga belum sepenuhnya dimiliki oleh pengelola
lembaga. Peran pemerintah dalam merumuskan kebijakan sangat membantu
pengelola lembaga dalam memenuhi biaya langsung (direct cost) maupun biaya
tidak langsung (indirect cost) memenuhi fasilitas pembelajaran maupun
pelaksanaan kegiatan. Peran masyarakatpun penting dijabarkan dalam kebijakan,
sehingga pelaksanaan kebijakan yang dirumuskan pemerintah dapat memeberikan
efek bagi setiap unsur berperan memajukan pendidikan diniyah takmiliyah.Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis isi kebijakan,
lingkungan kebijakan, beserta tatangan dan hambatan yang dihadapi dalam
implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan diniyah takmiliyah di Kabupaten
Bogor pada Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2019 tentang pendidikan diniyah
takmiliyah.Penelitian ini berdasarkan konteks penelitian teori implementasi
kebijakan pendidikan. Teori Merilee S. Grindle menjelaskan bahwa implementasi
kebijakan akan sangat ditentukan dari kebijakan itu tersendiri dalam menentukan
isi kebijakan, dan lingkungan kebijakan atau unsur yang terlibat dalam kebijakan
tersebut. Tantangan dan hambatan menggunakan teori Edwar 111 menjelaskan, dari
segi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode
deskriptifanalitis untuk menganalisis kebutuhan informasi mengenai implementasi
keijakan pembiayaan pendidikan diniyah takmiliyah. Teknik pengumpulan data
menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Ruang lingkup implementasi berarti lembaga-lembaga dan unsur-unsur
yang terlibat dalam implementasi program dijalankan secara optimal, pemerintah
daerah, lembaga vertikal, mitra organisasi, dan masyarakat terkoordinasi dengan
baik, dan konteks budaya lokal juga berkontribusi terhadap implementasi
kebijakan. Dan juga menciptakan kebijakan yang inklusif dan adil sehingga
masyarakat memiliki akses yang transparan terhadap program. Tantangan dan
hambatan implementasi kebijakan. Hal ini terlihat dari kurangnya komunikasi
dengan pelaksana, sumber daya yang kurang optimal, atau adanya standar
operasional prosedur yang menghambat pelaksanaan program.
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ABSTRACT
Ahmad Rafei, 2024. Implementation of the Bogor Regency Diniyah Takmiliyah
Education Financing Policy PERDA Number 2 of 2019. Thesis. Master of
Education in Islamic Education Management Program. Postgraduate
University of KH. Abdul Chalim. Supervisor : Dr. M. Maulana Nur Kholis,
Lc., MA

Keywords: Education Financing, Diniyah Takmiliyah, Regional Regulation No. 2

Financing education in fact is still not fully supported by all the elements
involved in education. Especially in the non-formal religious education, namely,
the righteous priesthood. The limits of the funding budget held by the wage have
not been fully owned by the institution's managers. The role of the government in
formulating policies is very helpful to managers of institutions in meeting direct
costs as well as indirect costs to meet the learning facilities and implementation of
activities. The public's role is also important to be outlined in the policy, so that the
execution of policies formulated by the government can give effect to every element
that plays a role in advancing early childhood education The purpose of this
research is to identify and analyze the content of policy, policy environment, as well
as the obstacles and obstacles encountered in the implementation of the funding
policy of primary education in Bogor district in the Regional Regulations Number
2 year 2019 on primary and secondary education. This research is based on the
framework thinking theory of implementation of education policy. Merilee S.
Grindle's theory explains that the implementation of a policy will be largely
determined by the policy itself in determining the content of the policy, and the
policy environment or elements involved in the policy. The challenges and
obstacles of using Edward Ill's theory explain, in terms of communication,
resources, dispositions and organizational structure.

The research uses a qualitative approach with analytical descriptive
methods to analyze information needs regarding the implementation of primary
education funding policies. Data collection technigues use observations, interviews
and documentation.

The scope of implementation means that the institutions and elements
involved in program implementation are run optimally, that local governments,
vertical agencies, organizational partners, and communities are well coordinated,
and that the local cultural context also contributes to policy implementation.
Challenges and obstacles to policy implementation. It can be seen as a lack of
communication with the executives, inadequate resources, or the existence of
standard operational procedures that hinder the implementation of programmes.
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